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Kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat baik 
berada di Desa maupun di Kota tidak terlepas dari tujuan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penelitian menggunakan 
metode penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui 
wawancara dan dokumentasi. Permasalahan dalam penelitian ini 
adanya tambahan bunga dalam mengembalikan pinjaman PNPM MP. 
Sehingga hal ini dapat merugikan masyarakat dalam mengembalikan 
uang yang diperoleh dari pinjaman, dalam Fiqh muamalah utang 
piutang atau qardh melarang adanya tambahan bunga yang harus 
dibayarkan. Kegiatan pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat Desa 
Kedungbajar ini merupakan salah satu program pemerintah dalam 
melakukan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan 
perekonomian keluarga yang biasa disebut dengan PNPM MP. Akan 
tetapi dalam pengembalian pinjaman dari PNPM MP adanya tambahan 
bunga 1,5% yang wajib dibayarkan oleh anggota selama waktu 
angsuran yaitu 10 bulan. Dalam pendekatan maslahah mursalah 
pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat kedungbanjar sebenarnya 
diperbolehkan, karena mendatangkan kemaslahatan untuk masyarakat 
akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah adanya tambahan bunga 
dalam angsuran, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan tujuan utama 
dalam maslahah mursalah. Dalam fiqh muamalah riba sendiri sangat 
dilarang karena tidak sesuai dengan syarat dalam utang piutang atau 
qardh.   
 




Lending and borrowing activities carried out by the community both in the 
village and in the city cannot be separated from the goal of meeting their daily 
needs. This research uses qualitative research methods, with data collection 
through interviews and documentation. The problem in this study is the 
additional interest in repaying PNPM MP loans. So that this can be detrimental 
to the community in returning the money obtained from loans, in fiqh 
muamalah debt or qardh prohibits additional interest that must be paid. This 
loan activity carried out by the people of  Kedungbanjar Village is one of the 





improving the family economy which is commonly referred to as PNPM MP. 
However, in the loan repayment from PNPM MP, there is an additional 1.5% 
interest that must be paid by members during the installment period of 10 
months. In the maslahah mursalah approach, loans made by the Kedungbanjar 
community are actually allowed, because they bring benefit to the community 
but the problem is the additional interest in installments, this of course is not in 
accordance with the main objective in maslahah mursalah. In fiqh muamalah 
riba itself is strictly prohibited because it is not in accordance with the terms of 
the debt or qardh. 
 
Keywords: maslahah mursalah, PNPM MP, qardh. 
 
1. PENDAHULUAN 
Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari yang namanya 
bersosialisasi. Maka dari itu Allah SWT menciptakan manusia menjadi 
makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Tujuan diciptakan 
manusia sebagai makhluk sosial adalah untuk menjadikan manusia agar hidup 
rukun dan peduli terhadap sesama, seperti hal nya peduli terhadap kebutuhan 
hidup masyarakat disekitar lingkungan. Salah satu hal yang sering dilakukan 
masyarakat apabila sudah tidak memiliki pilihan lain untuk memenuhi 
kebutuhan hidup atau dengan alasan digunakan sebagai modal untuk 
mengembangkan usaha adalah berhutang atau melakukan pinjaman. 
Hutang atau pinjaman, tentu sudah tidak asing lagi bagi seluruh 
masyarakat di Indonesia khususnya di pedesaan. Karena hampir seluruh 
masyarakat pernah melakukan yang namanya berhutang atau pinjaman, dengan 
tujuan dan alasan yang berbeda-beda tentunya. Sudah banyak berbagai pihak 
yang menawarkan pinjaman mulai dari pinjaman konvensional sampai syariah 
seperti Bank, Rentenir, Koperasi atau BMT bahkan baru-baru ini ada pinjaman 
yang berbasis Online. Hal ini tentu saja tidak dapat membuat perekonomian 
semakin meningkat karena terlalu banyak nya berhutang kepada pihak-pihak 
yang membuat masyarakat semakin resah karena terlalu besar bunga yang 
harus dibayar.    
Untuk mengatasi segala hal yang berkaitan dengan perekonomian, dan 





masyarakat agar dapat berkembang lebih maju dan mandiri. Salah satunya 
melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan 
(PNPM MP). Pada tanggal 30 April 2007 PNPM- Mandiri diluncurkan 
Presiden di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pada saat diluncurkan PNPM 
Mandiri terdiri dari : PNPM Mandiri Pedesaan Program ini merupakan 
penyempurna dari Program Pengembangan Kecamatan (PKK) yang dikelola 
oleh Ditjen PMD Depdargi dan PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan 
pemyempurna dari program pengentasan kemiskinan di Perkotaan (P2PKP) 
yang dikelola oleh Ditjen Cipta Karya Dept Pekerjaan Umum. Salah satu 
tujuan dari program PNPM Mandiri Pedesaan ialah  untuk kesejahteraan dan 
kemandirian masyarakat miskin yang ada di pedesaan, Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat  Mandiri Pedesaan tidak hanya berkaitan dengan 
perekonomian, program ini juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk fasilitas 
lain seperti memperbaiki jalan rusak pedesaan atau sarana desa lainnya. Dana 
PNPM Mandiri Pedesaan ini sendiri didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 
swadaya masyarakat dan partisipasi dunia usaha yang alokasi dananya 
berdasarkan keberadaan desa tertinggal yang telah ditetapakan oleh 
pemerintah. Data desa tertinggal sendiri merujuk pada data yang telah 
ditetapkan oleh kementrian Pembangunan Daerah tertinggal (PDT), alokasi 
dana berdasarkan rasio penduduk miskin dan jumlah penduduk di kecamatan, 
kemudian untuk kecamatan yang tidak mempunyai desa tertinggal alokasi dana 
dilakukan dengan menggunakan rasio penduduk miskin dan jumlah penduduk 
dalam kecamatan. 
Kemudian tujuan PNPM Mandiri secara khusus diatur sebagai berikut: 
a) Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, 
kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat 
lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan dalam proses pengambilan 
keputusan dan pengelolaan pembangunan. 
b) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang 





c) Meningkatnya kapasitas pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang 
berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor). 
d)  Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, perguruan 
tinggi, lembaga swadaya dan kelompok peduli lainnya untuk 
mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan. 
e)  Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, dan kelompok 
peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan wilayahnya. 
f) Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan 
potensi sosial dan budaya untuk melestarikan kearifan local. 
g) Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam 
pemberdayaan masyarakat. 
Tujuan umum dari adanya PNPM Mandiri ini agar masyarakat memiliki 
kemajuan dalam hal perekonomian yang baik, serta melakukan kegiatan untuk 
mengembangkan kreativitas, atau usaha yang dapat membantu 
mengembangkan. Sesuai dengan tujuan khusus adanya PNPM Mandiri ini. 
Selain itu ada juga misi dari PNPM Mandiri Pedesaan itu sendiri seperti 
berikut: 
a) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan 
b) Pelembagaan sistem pengembangan partisipatif 
c) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal 
d) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sosial dasar dan ekonomi 
masyarakat. 
Terkait tujuan dari PNPM Mandiri secara khusus dan umum, atau bahkan 
misi yang dimiliki oleh PNPM Mandiri Pedesaan dapat juga dijadikan sebagai 
suatu pengingat kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan 
tujuan yang sudah sesuai dengan PNPM Mandiri maupun PNPM Mandiri 
Pedesaan. 
Desa Kedungbanjar ini sendiri merupakan salah satu desa yang, 
penghasilan pokok warga nya berasal dari pertanian, karena tidak menentu nya 
hasil pertanian setiap tahun nya sehingga hal ini membuat sedikit masyarakat 





tujuan untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Desa ini merupakan salah 
satu Desa yang mendapatkan dana dari PNPM Mandiri Pedesaan, dana yang 
didapatkan dari PNPM Mandiri Pedesaan ini kemudian kelola oleh pihak Desa 
Kedungbanjar. Kemudian disalurkan kepada pihak yang merasa membutuhkan 
dana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagainya, salah 
satunya bentuk dari pengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan adalah 
pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Desa Kedungbanjar yang 
membutuhkan pinjaman atau ingin mengembangkan usahanya.  
Praktik pinjaman dana, yang ada di Desa Kedungbanjar Kecamatan 
Sugio Kabupaten Lamongan. Menurut peneliti sendiri menarik untuk diteliti 
karena kurang jelasnya sistem hukum pinjaman yang berlaku apakah sudah 
sesuai dengan pinjaman dalam Hukum Islam atau belum, kemudian untuk 
mengetahui apa saja syarat dan hal lain yang berkaitan dengan pinjaman yang 
dilakukan oleh Desa Kedungbanjar dengan dana yang didapatkan dari PNPM 
Mandiri Pedesaan. Dengan tujuan mengetahui bagaimana sebenarnya sistem 
pinjaman yang dilakukan, sehingga tidak adanya pihak yang merasa dirugikan 
dan mencegah adanya hal-hal yang keluar dari syariat. Berdasarkan beberapa 
masalah yang sudah ada dilapangan, maka peneliti ingin mengadakan 
penelitian terkait Pinjaman PNPM MP yang berada di Desa. 
 
2.METODE 
Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, 
Dengan penelitian kualitatif ini penulis ingin lebih mengetahui secara langsung 
dari lapangan terkait kebenaran yang berada di masyarakat yang melakukan 
transaksi Pinjaman PNPM Mandiri Pedesaan. Data Primer diperoleh secara 
langsung dari hasil wawancara dengan narasumber yang akan diambil datanya 
untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian ini. Kemudian 
data sekunder didapatkan dari data yang diperoleh dari catatan, buku, dokumen 
dan penelitian sebelumnya. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan 
dokumentasi yang berkaitan dengan pinjaman PNPM MP yang berada di Desa 





dijadikan narasumber dengan memberikan beberapa pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 
 
3.HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Analisis Kegiatan Pinjaman PNPM MP Desa Kedungbanjar. 
Pinjaman PNPM MP yang berada di Desa Kedungbanjar sebenarnya memiliki 
tujuan yang baik dalam meningkatkan ekonomi keluarga. hal ini tentu saja 
membawa dampak positif bagi para anggota PNPM MP dan merasa terbantu 
adanya program ini.  
Adapun prosedur pencairan dana, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 
bagi para anggota harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan sebelumnya. 
Kemudian ketua kelompok PNPM MP membuat proposal pengajuan dana 
kepusat, sebelum mengajukan proposal ketua kelompok akan menanyakan 
jumlah pinjaman yang akan diminta oleh anggota. Setelah itu  ketua kelompok 
PNPM MP Desa Kedungbanjar meminta tanda tangan kepala Desa di proposal 
senagai bentuk pengawasan dan persetujuan dari pihak kepala Desa. Dengan 
tambahan bunga 1,5% setiap bulan selama jangka waktu pengembalian 10 
bulan. 
Selain pinjaman kegiatan PNPM MP adalah pembangunan sarana dan 
prasarana seperti pembangunan akses penghubung jalan antar dusun lain dan 
jalan Desa yang berada di Desa Kedungbanjar itu sendiri, kemudian perbaikan 
jembatan dan fasilitas lain yang mengalami kerusakan. 
Kegiatan lain diluar dari pinjaman dan pembangunan, yaitu seperti adanya 
pembayaran kas yang wajib dilakukan oleh setiap anggota dari program PNPM 
Mandiri Pedesaan, kas ini kemudian dikumpulkan dan digunakan untuk 
beberapa kegiatan masyarakat seperti seminar, diklat, santunan fakir miskin 
dan anak yatim yang dilakukan setiap hari raya Idul Fitri. 
Terkait pengembalian dana dari ketua PNPM MP Desa Kedungbanjar 
kepada pusat PNPM MP harus dikembalikan sesuai dengan waktu yang sudah 
ditentukan, akan tetapi jika para anggota masih belum membayar sesuai 





mengganti dengan uang pribadi untuk mengaembalikan kepada pihak pusat, 
karena hal ini juga termasuk tanggung jawab ketua kelompok, apabila ada 
anggota yang sulit dalam mengembalikan pinjaman. Adapun minimal pinjaman 
yang dilakukan anggota sebesar 1 Juta dan maksimal pinjaman 5 Juta, dalam 
jangka waktu pengembalian selama 10 bulan dengan tambahan bunga sebesar 
1,5 %. Terkait dengan pokok pinjaman akan dijumlah dengan 1,5 %, kemudian 
jumlah angsuran akan diketahui setelah penjumlahan tersebut dan dibagi dalam 
jangka waktu 10 bulan.
1
 
Misalnya Ibu suparmi meminjam 5.000.000.00, kemudian 5.000.000.00 
dibagi menjadi 10 bulan jadi 500.000. 5.000.000.00 X 1,5% = 75.000. Total 
jumlah angsuran setiap bulan selama 10 bulan yaitu 575.000. Pengembalian 
pinjaman tidak diperbolehkan lebih dari waktu yang sudah ditentukan yaitu 10 
bulan dan dikembalikan pada tanggal yang sudah sesuai dengan peraturan yang 
ada. 
3.2 Analisis Kegiatan Pinjaman PNPM MP Desa Kedungbanjar Menurut 
Hukum Islam. 
Pinjaman dana yang didapatkan dari PNPM MP sangat membantu masyarakat 
dalam mengembangkan usaha, dalam Fiqh Muamalah utang piutang disebut 
dengan Qardh. Adapun Qardh menururt pendapat para pengikut Mazhab 
Hanafiyah, Ibn Abidin mengatakan bahwa qardh adalah harta yang diberikan 
seorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian 
dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qardh adalah 
suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada 
orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. 
Menururt Mazhab Maliki Qardh adalah pembayaran dari sesuatu yang 
berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpa.
2
 
Dasar hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan akad Qardh 
sebagai berikut :  
 
                                                           
1
Ibid.,Jam 18:30. 





Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) : 245 : 
هٙ اٙن ٙسٙ اٙحٙ ضٙ رٙ قٙ ٙللاٙ ٙضٙ ٙرٙ قٙ ي ٙٙيٙ ذٙ اٙال ٙ ذٙ ٙنٙ مٙ  ف  ي ٰضع  ٙٙف 
ن ٙوٙ عٙ جٙ رٙ ت ٙٙهٙ يٙ ل ٙا ٙٙوٙ ٙضٙ ب ٙقٙ يٙ ٙللا ٙوٙ ۚ ٙٙة ٙرٙ يٙ ث ٙاٙكٙ اٙف ٙعٙ ضٙ ا ٙٙهٙ لٙ   
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Alah, pinjaman yang baik 
(menafkahkan hartanya di jalan Allah ), maka Allah akan melipatgandakan 
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah 
menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu 
dikembalikan. 
Dalil tersebut, mengisyaratkan bahwa Allah Swt merupakan amal shaleh dan 
memberikan infak dijalan Allah dengan harta yang dipinjamkan dan 
merupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayar utang. Amal 
kebaikan disebut pinjaman (uang) gantinya sehingga menyerupai orang yang 
mengutangkan sesuatu agar mendapatkan gantinya.
3
  
Ada beberapa rukun dan syarat qardh sebagai berikut : 
a) Sighot (ijab qobul)  
Disyaratkan dengan lafadz yang menunjukan maksud utang piutang, misalnya 
“aku memberimu utang”, qabulnya dengan “aku berutang” atau “aku 
menerima”. Pernyataan ijab dan qabul didasarkan pada rasa saling ridho. 
b) Aqidain (kedua pihak yang melakukan akad utang piutang) 
Disyaratkan keduanya memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna, artinya 
disamping sudah baligh dan berakal, juga memiliki sifat ruyd (kematangan 
berpikir dalam mengelola keuangan) 
c) Utang (harta yang dipinjamkan) 
Disyaratkan harta yang dipinjambersifat benda (materi) tidak berupa manfaat 
(menurut ulama Haafiyyah Hanbilah), sedang Jumhur ulama mengatakan boleh 
mengutangkan harta yang berupa manfaat atau jasa. Harta yang dipinjamkan 
harus diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan sifatnya dan dapat diserah 
terimakan. 
d) Harta yang dipinjamkan merupakan harta yang ada padanannya ( harta 
mitsil) baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung. 
e) Harta yang dipinjamkan tidak boleh memberikan manfaat tambahan 
(bunga), hal ini akan membawa pada riba, sebagaimana dalam hadits Nabi 
                                                           









Selain itu ada juga pendapat Qardh Menurut pengikut mazhab hanafi 
menyatakan bahwa harta yang dipinjamankan harus dikembalikan sesuai 
dengan jumlah harta yang dipinjam. Qardh menurut para Ulama fiqh sepakat 
bahwa akad qardh dikategorikan sebagai akad Ta’wuniy (akad saling tolong 
menolong), bukan transaksi komersial. Jika adanya tambahan terkait pinjaman 
yang keluar dari rukun dan syarat qardh maka sudah dipastikan bahwa hal itu 
termasuk dalam kategori riba, karena tambahan pengembalian angsuran tidak 
termasuk kedalam jumlah awal pada saat melakukan pinjaman. Riba dilarang 
karena melanggar  kaidah berikut : 
اب ٙرٙ وٙ ه ٙف ٙٙة ٙعٙ ف ٙنٙ مٙ رٙ جٙ ٙضٙ رٙ ق ٙٙلٙ كٙ   
Setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba.
5
 
Dapat dilihat juga pendapat Menururt Mazhab Hanbali : kita dapati Syaikh 
Al-Islam Ibnu Taimiyah menegaskan, “Bahwa semua muamalat yang dilarang 
Al-Qur’an dan Sunnah berpulang kepada perwujudan keadilan dan pelarangan 
kezaliman, baik kecil maupun besar, seperti memakan harta benda secara tidak 
sah, misalnya riba dan judi.
6
  
Meskipun tujuan anggota PNPM MP melakukan pinjaman agar dapat 
memperoleh manfaat dalam mengembangkan usaha dan memperbaiki 
perekonomian keluarga, tetapi dilihat juga dari kaidah diatas yang sudah 
menjelaskan bahwa adanya tambahan bunga itu sudah melanggar syarat dari 
akad qardh.  
3.3 Analisis Kegiatan Pinjaman PNPM MP Desa Kedungbanjar Menururt 
Pendekatan Teori Maslahah Mursalah. 
Segala bentuk utang piutang yang didalam nya terdapat tambahan bunga  hal 
ini tentu saja tidak dibenarkan menurut syariah, dan tidak sesuai dengan rukun 
dan syarat akad Qardh dalam salah satu rukun dan syarat qardh menjelaskan 
                                                           
4Ibid.,hlm.146-147. 
5 Adiwarman Karim “Bank Islam Analisis Fiqin dan keuangan” (Jakarta : PT 
RajaGrafindo Persada, 2004).,hlm.37.  





bahwa tidak diperbolehkan adanya tambahan manfaat atau yang disebut 
dengan bunga. Adapun hadits Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imron : 
130  
ٰٙبٙࣤيٰٙ ل واٙالرِّ ت ا  ك  اٙالٙ  ن و  ٰٙام  ٙي ن  ي ه اال ذ  نٙ ࣤا  و  ٙت ف ل ح  م  ل ك  ل ع  ات ق واٙللاٙ  ٙو 
ف ة ًۖ ٰضع  اف اٙم  ع  واٙا ض      
Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat 
ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. 
 Riba yang dilarang dalam ayat tersebut ialah riba nasi’ah. Menurut 
sebagian besar ulama bahwa riba nasi’ah itu selamanya haram, walaupun tidak 
berlipat ganda. Riba itu ada dua macam macam riba nasi’ah dan riba fadhl, riba 
nasi’ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang 
meminjamkannya.
7
  Dalam ayat di atas sudah jelas bahwa praktik pinjaman 
PNPM MP di Desa Kedungbajar tidak sesuai dengan syariat, karena adanya 
tambahan bunga pada saat pengembalian. 
Para ulama yang menjadikan al-maslahat al-mursalah sebagai salah satu 
dalil shara’, menyatakan bahwa dasar hukum al-maslahat al-mursalah, ialah 
sebagai berikut: 
a) Persoalan yang dihadapi manusia selalu berkembang, demikian pula 
kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa 
banyak hal-hal atau persoalan tidak terjadi pada masa Rasulullah Saw, 
kemudian terjadi pada masa sesudahnya, bahkan ada yang tidak lama 
setelah Rasulullah Saw. Meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang 
dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah 
kehidupan manusia. Dalil yang dapat menetapkan manakah yang 
merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan 
dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat 
direalisasikan kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan dan 
tempat. 
b) Sebenarnya para sahabat, tabi’in, tabi’it tabi’in dan para ulama yang datang 
sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera 
menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa 
                                                           





itu. Khalifah Abu Bakar telah mengumpulkan Al-Qur’an Khalifah Umar 
telah menetapkan talak dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal 
pada masa Rasulullah Saw. Hanya jatuh satu. Khalifah Usman telah 
memerintahkan penulisan Al-Qur’an dalam satu mushaf dan Khalifah Ali 
pun telah menghukum mati golongan Shi’ah Rafidhah yang memberontak 
ke negara, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya.
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Dilihat dari maslahah mursalah terkait dengan pinjaman PNPM MP yang 
berada di desa Kedungbanjar maka, ada beberapa syarat khusus untuk dapat 
berijtihad dengan menggunakan maslahah mursalah, diantaranya sebagai 
berikut : 
a) Maslahah mursalah itu adalah maslahah yang hakiki dan bersifat umum, 
dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul 
mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat dari 
manusia secara utuh. 
b) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu maslahah yang hakiki betul-betul 
telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara’ dalam menetapkan setiap 
hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. 
c) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu maslahah yang hakiki dan telah 
sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu tidak 
berbenturan dengan dalil syara’ yang telah ada baik dalam bentuk nash Al 
Qur’an dan Sunah, maupun ijma’ ulama terdahulu. 
d) Maslahah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang 
seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan 
berada dalam kesempitan hidup, dengan harus ditempuh untuk 
menghindarkan umat dari kesulitan.
9
 
Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, 
maslahah ada tiga macam, yaitu maslahah dharuriyah, maslahah hajiyah, dan 
maslahah tahsiniyah. 
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a) Mashlahah Dharuriyah (المصلحةٙالضروٙرية) 
Maslahah dharuriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat 
dibutuhkan oleh kehidupan manusia ; artinya, kehidupan manusia tidak punya 
arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha 
yang secara langsung menjamin atau menuju pada meberadaan lima prinsip 
tersebut adalah baik atau maslahah dalam tingkat dharuri. 
b) Mashlahah Hajiyah (المصلحةٙالحاٙجية) 
Maslahah Hajiyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia 
kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak 
secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara 
tidak langsung menuju ke arah sana, seperti dalam hal memberi kemudahan 
bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. 
c) Maslahah Tahsiniyah (المصلحةٙالتحسينية) 
Maslahah tahsiniyah adalah masalahah yang kebutuhan hidup manusia 
kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri dan haji, namun kebutuhan 
tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan 
bagi hidup manusia. Maslahah dalam bentuk tahsini tersebut juga berkaitan 
dengan lima kebutuhan pokok manusia.
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Dalam hal pinjaman PNPM MP ini termasuk dalam kategori Maslahah 
hajiyah karena maslahah hajiyah merupakan kemaslahatan yang tingkat  
kebutuhan hidup manusia kepadanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan 
manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri.  
Dalam praktik pinjaman PNPM MP yang sudah ada sejak 10 tahun ini, 
para anggota sebenarnya merasa sedikit terbebani dengan adanya tambahan 
bunga 1,5% tetapi dengan alasan mereka juga menerima manfaat dari pinjaman 
tersebut dan menganggap hal yang wajar apabila mengembalikan pinjaman 
melebihi dari jumlah awal uang yang dipinjam, karena pemikiran seperti itu 
sampai saat ini Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Pedesaan masih berjalan di Desa Kedungbanjar meskipun banyak Desa lain 
yang sudah tidak menggunakan program ini lagi. 
                                                           





Dari beberapa alasan yang sudah dijelaskan diatas, dapat ditarik 
kesimpulan terkait dengan teori maslahah pinjaman PNPM MP yang dilakukan 
oleh masyarakat di desa Kedungbajar ini tidak memenuhi syarat yang ada, 
dengan alasan :  
a) Maslahah harus berupa kepentingan umum bukan merupakan kepentingan 
pribadi, meskipun dalam pinjaman PNPM MP memiliki manfaat yang 
diterima oleh anggota, akan tetapi dalam hal pinjaman harus adanya 
tambahan bunga 1,5% yang dikembalikan kepusat tentu saja tidak sesuai 
dengan syarat maslahah karena bunga yang didapatkan tidak dapat 
digunakan untuk kepentingan umum. 
b) Maslahah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh 
syar’i, dilihat dari dasar hukum dan syarat lain yang mengatur tentang akad 
qardh sudah dipastikan bahwa hal ini tidak sah dan melanggar tujuan 
hukum. Meskipun mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan 
menghilangkan kesusahan, maka seharusnya masyarakat lebih kreatif 
dalam mengembangkan usaha agar tidak bergantung pada pinjaman yang 
didalam nya terdapat bunga. 
Meski dalam kehidupan sehari-hari melakukan pinjaman itu hal yang 
wajar dilakukan masyarakat, akan tetapi masyarakat masih dapat menghindari 
dan memilih pinjaman tanpa menggunakan tambahan bunga yang dalam 
muamalah itu tidak diperbolehkan. Bunga menurut pernyataan Ar Razi 
memperlihatkan dua bentuk riba, riba yang masuk dalam pinjaman adalah, riba 
bunga pinjaman yang dipungut setiap bulan sementara pokok modalnya 
dibiarkan tetap pada debitur selama masa peminjaman, dengan kata lain riba 
dalam bentuk pinjaman ini biasa dibayar setiap bulan.
11
 hal ini sama seperti 
pinjaman yang dilakukan masyarakat desa Kedungbanjar yang melakukan 
pinjaman PNPM MP. 
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4.1 Kesimpulan  
Kegiatan pinjaman PNPM MP yang berada di Desa Kedungbanjar memiliki 4 
kelompok yang terbagi menjadi 4 Dusun yaitu, Dusun Rambit, Mloso, 
Kedungbanjar dan Kedungpari. Setiap kelompok memiliki 9 anggota yang 
terdiri dari ketua,sekertaris, bendahara, anggota. Dalam kegiatan pinjam 
meminjam PNPM MP calon anggota harus sudah memenuhi beberapa 
persyaratan yang sudah ditetapkan. Para anggota dapat melakukan pinjaman 
minimal 1 juta dan maksimal pinjaman 5 juta yang diangsur selama 10 bulan 
dengan tambahan bunga 1,5%. 
Pinjaman dari PNPM MP yang dilaksanakan masyarakat Desa 
Kedungbanjar tidak sesuai dengan syarat akad qardh karena, ketentuan dalam 
akad Qardh tidak diperbolehkan adanya tambahan bunga yang harus 
dibayarkan. Kemudian dalam  pendekatan maslahah mursalah terhadap 
pinjaman PNPM MP yang berada di Desa Kedungbanjar disimpulkan bahwa, 
pelaksanaan pinjaman PNPM MP meskipun adanya tujuan untuk membantu 
meningkatkan ekonomi keluarga, akan tetapi tambahan bunga 1,5% yang harus 
dibayar oleh para anggota pinjaman PNPM MP dapat menambah beban 
anggota dalam mengangsur selama jangka waktu 10 bulan. Hal ini tentu saja 
tidak sesuai dengan tujuan utama dalam maslahah mursalah yaitu 
mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat dan menghindarkan keburukan. 
4.2. Saran  
Kepada pihak kepala Desa dari Dusun kedungbajar, kedungpari, Mloso dan 
Rambit harus lebih memperhatikan kegiatan ekonomi masyarakat, fokus dalam 
memikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan kreativitas masyarakat agar 
dapat menciptakan hal positif seperti pembuatan makanan atau produk lain 
kemudian dapat diperjualbelikan, kegiatan ini apabila dibawah pengawasan 
yang baik kedepan nya juga dapat membantu meningkatkan perekonomian 
masyarakat Desa. Kemudian untuk pihak pusat PNPM MP seharusnya 
menghilangkan adanya tambahan bunga 1,5%. Pihak pusat dapat mengganti 





kepada para anggota PNPM untuk dikelola, kemudian hasil dari kerjasama 
tersebut dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Karim, Adiwarman. 2004. “Bank Islam Analisis Fiqin dan keuangan”. Jakarta: 
PT RajaGrafindo Persada. 
Sudarti, Sri. 2018. ”Fiqh Muamalah Kontemporer”. Medan : FEBI UIN-SU 
Press. 
Al-Qardhawi, Yusuf. 2010. “7 Kaidah Utama Fikih Muamalat ”. Jakarta 
Timur : Pustaka Al-Kausar. 
Harun. 2017. “Fiqh Muamalah”. Surakarta : Muhammadiyah University Pres. 
Zulbaidah. 2016.”Ushul Fiqh 1 Kaidah-Kaidah Tasyri’iyah”. Bogor : Ghalia 
Indonesia. 
Anwar, Syamsul. 2007. Bunga dan Riba dalam Prespektif Hukum 
Islam”,Tarjih, Jurnal Tarjih Dan Pemikiran Islam. 
